WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang :

Mengingat :

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA CIREBON,

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-

1.

2.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan

setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
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Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia = Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4738);
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
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Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi
di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah

Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
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Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Cirebon Tahun 20052025 (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012
Nomor 39 Seri B), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 2 Seri B);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2012 Nomor 41 Seri C), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014

Nomor 3 Seri C);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun

2012 Nomor 42 Seri C);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2012 Nomor 43 Seri C), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon

Tahun 2014 Nomor 4 Seri C);
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Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon
pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014
Nomor 11 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada
Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran

Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 1 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015
Nomor 9 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Cirebon Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2015 Nomor 10 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
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Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 11
Seri A);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 75);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2017 Nomor 10 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

(1)

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Cc. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan wusaha milik daerah/perusahaan umum

daerah.

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan ... Rp. 1.390.133.637.913,00
b. Belanja ...c..ccccoeeiiiiiiiiinin. Rp. 1.409.419.587.356,00
Surplus/defisit .......c.oceveiiiinnin Rp. (19.285.949.443,00)
c. Pembiayaan
- Penerimaan .................... Rp. 114.249.666.650,00
- Pengeluaran ................... Rp. 15.869.525.865,00
Surplus/Defisit ........covevevenennn.. Rp. 98.380.140.785,00
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan
sejumlah.......cooooiiiii Rp. (79.070.828.144,00)
Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah

perubahan ............oceeevvninnnnn.. Rp. 1.469.204.466.057,00
b. Realisasi .....cccoevevviviiniininenan.. Rp. 1.390.133.637.913,00
Selisih lebih /(kurang) ........... Rp. (79.070.828.144,00)

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja
sejumlah ... Rp. (156.567.101.351,00)
Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah

perubahan............c.coveiininn.. Rp. 1.565.986.688.707,00
b. Realisasi .....c.ccoeveniiiiiinininne, Rp. 1.409.419.587.356,00
Selisih lebih/(kurang) ........... Rp. (156.567.101.351,00)

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumlah...........oooiiiiii Rp. 77.496.273.207,00
Dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah
perubahan............c.cooeevin. Rp. (96.782.222.650,00)



b. Realisasi.......ccocevviiiiiiiniiiininnnn, Rp. (19.285.949.443,00)
Selisih lebih /(kurang)............ Rp. 77.496.273.207,00

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah ... Rp. 0,00
Dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan setelah

perubahan .............c.coiil Rp. 114.249.666.650,00
b.Realisasi.....cccvvviiiiiiiiiiniinnen. Rp. 114.249.666.650,00
Selisih lebih/(kurang) ........... Rp. 0,00

(5) Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah.......cooooiiiii Rp. (1.597.918.135,00)
Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengeluaran setelah

perubahan ...........coceeveienennn.n. Rp. 17.467.444.000,00
b.Realisasi...ccccvveviiiiiiiiiiiinninnn, Rp. 15.869.525.865,00
Selisih lebih/(kurang).............. Rp. (1.597.918.135,00)

(6) Selisih Anggaran dengan realisasi
sejumlah pembiayaan netto........ Rp. 1.597.918.135,00

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembiayaan Netto setelah

perubahan ............coeevivineinnen, Rp. 96.782.222.650,00

b. Realisasi......cccvveiiiininiiininennen. Rp. 98.380.140.785,00

Selisih lebih/(kurang) ............. Rp. 1.597.918.135,00
Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai
berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal .......... Rp. 91.792.566.650,00
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan

Pembiayaan tahun berjalan .......... Rp. 91.792.566.650,00
c. Saldo anggaran lebih akhir ........... Rp. 79.094.191.342,00
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Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31

Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset ......coviviiiiiiiiiinn, Rp 3.188.347.464.956,62

b. Jumlah Kewajiban........................ Rp. 44.944.268.411,62

c. Jumlah Ekuitas .......cccceceviiiiinnn, Rp. 3.143.403.196.545,00
Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf d per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional :

Jumlah Pendapatan LO ................ Rp. 1.413.029.808.212,22
Jumlah beban ................ Rp. 1.305.945.919.001,45
b. Kegiatan Non Operasional :
Jumlah Defisit Non Operasional .. Rp. 109.984.375,00
Jumlah Beban Luar Biasa............ Rp. 18.000.000,00
c. Surflus / Defisit - LO ................... Rp. 106.955.904.835,77
Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e
untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2017 sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari

Tahun 2017. ..cocoiiiiiiiiiiiiieanee. Rp. 91.792.566.650,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi...... Rp. 200.272.271.835,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi ...Rp. (235.265.321.278,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan.Rp. 22.294.674.135,00)

e. Arus kas bersih dari aktivitas

TransitoriS......cocvevviiiiiiniiiiiiiinen.n. Rp. 21.484.672,00
f. Saldo kas akhir per
31 Desember 2017......cccoevvnenenennn.n. Rp. 79.115.676.014,00
Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf f per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitasawal .........cocoviiiiiiiiiinn Rp. 3.285.385.827.851,32
b. Surflus / Defisit —LO ................... Rp. 106.955.904.835,77
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c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/
Kesalahan mendasar .................... Rp. (248.938.536.142,09)

d. Ekuitas akhir

............................... Rp. 3.143.403.196.545,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf

g memuat informasi baik secara kuantitatif

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum

dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran [.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi

dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas laporan keuangan; dan

Daftar rekapitulasi piutang daerah;



Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII
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Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak

tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
realisasi

Daftar rekapitulasi penambahan

dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Lampiran XIV Daftar rekapitulasi  konstruksi dalam
pekerjaan;

Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang  belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

t. Lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan badan usaha

milik daerah /perusahaan daerah; dan

u. Lampiran XXI Laporan Kinerja.

Pasal 11

Berdasarkan Audit Cash Opname dan Audit Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 setelah Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat mengakhiri
Pemeriksaan pada tanggal 4 Mei 2018, yang mencerminkan posisi
(SILPA)

sisa sebesar

Rp. 79.094.191.342,00 terdiri :

lebih  Perhitungan Anggaran 2017

a. Saldo Bank Jabar
per 31 Desember 2017 Rp.
b. Saldo Deposito Bank Jabar Rp.

7.423.841.954,00
67.000.000.000,00
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c. Saldo Kas Badan Layanan Umum

Daerah, Rumah Sakit Daerah

Gunung Jati Rp. 1.796.090.998,00
d. Saldo Kas Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional pada Fasilitasi

Kesehatan Tingkat Pertama Rp. 2.598.649.674,00
e. Saldo di Kas Bendahara Penerimaan

Dishub Rp. 12.412.000,00
f. Saldo di Kas Bend.Dana Bos APBN Rp. 248.043.358,00

g. Saldo di Kas Bendahara Pengeluaran

Kecamatan Harjamukti Rp. 15.153.358,00

Untuk Saldo Kas di Badan Layanan Umun Daerah (BLUD) Rumah
Sakit Daerah Gunung Jati dan Saldo Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) serta Saldo Bos APBN sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan digunakan langsung untuk Pelayanan
Operasional Rumah Sakit Daerah Gunung Jati dan Pelayanan
Operasional Puskesmas serta saldo Bos digunakan lagi untuk

kegiatan masing-masing sekolah di tahun berikutnya.

Pasal 12
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (2) terdiri dari :
a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan
Daerah ini; dan
b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX

Peraturan Daerah ini.

Pasal 13
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Wali Kota.
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Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 September 2018
Pj.WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon

pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 6 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(6 / 135 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
/KEPALA' BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA, S

CHANDRA BIMAP NA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/Db)
NIP. 19621001 199703 1 003

X1V,



